PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR ..... TAHUN 2025
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 69 TAHUN
2018 TENTANG PENUGASAN PENGELOLAAN FASILITAS PENGOLAHAN
SAMPAH MENJADI GAS METANA YANG DIPROSES MENJADI ENERGI, LISTRIK
DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR JATIBARANG KEPADA PE.BHUMI

Menimbang :

Mengingat

—_

PANDANARAN SEJAHTERA (PERSERODA)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

bahwa Fasilitas Pengolahan,Sampah menjadi Gas Metana yang
diproses menjadi energi listrik di “Tempat Pemrosesan Akhir
Jatibarang telah dikelolamdan “dioperasikan oleh PT Bhumi
Pandanaran Sejahtera (Perseroda);

bahwa dalam peérkembangannya, pengelolaan Fasilitas
sebagaimana dimaksudipada huruf a tersebut di atas tidak dapat
dilanjutkafn karena‘adanya kéndala dan hambatan teknis yang
mengakibatkan adanya perighentian operasi Fasilitas tersebut;

bahwa | dengan \adanya penghentian operasi Fasilitas
sebagaimana tersebut di huruf b di atas, maka PT Bhumi
Pandanasan “pSejahtera  (Perseroda) telah  mengajukan
permohonan pencabutan penugasan Wali Kota Semarang atas
pengelolaan Fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Gas Metana
yang diproses menjadi energi listrik di Tempat Pemrosesan Akhir
Jatibarang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud
pada huruf b dan c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota Semarang tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota
Semarang Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penugasan
Pengelolaan Fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Gas Metana
yang Diproses Menjadi Energi Listrik di Tempat Pemrosesan
Akhir Jatibarang kepada PT Bhumi Pandanaran Sejahtera
(Perseroda);

Undang-Undang Nomor 16 Tahunl1950 tentang Pembentukan
Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Dan Daerah Istimewa
Jogjakarta;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);



10.

Undang-Undang NomorlTahun2004tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan LingkunganHidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140y, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang, Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan(l.embaran |, Negaray” Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5233);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara /Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimanaytelah diubah beberapa kali
terakhir dengan WUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan, Kedua atas.Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014.Jtentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik fIndonesia YTahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PeratUran * PemerintahNomor 16 Tahaun 1976 tentang
Perluasan, Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik ‘Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Penataan
Kecamatans Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II
Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta
Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Tingkat 1II
Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 89);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 2014

12.

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6173);
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14.

15.

16.
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Menetapkan :

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 62);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan
Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi
Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia 2016 Nomor 547);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomefm6, Tahun 2012
tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran %, Daerah) Kota
Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 73);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor (138, Tahun 2016
tentang Pembentukan Holding" Company ‘Perseroan Terbatas
Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda), Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun ;2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran DaeralhKotaiSemarang Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALL KOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
WALI KOTASRSEMARANG NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG
PENUGASAN PENGELOLAAN FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH
MENJADI GAS METANA YANG DIPROSES MENJADI ENERGI
LISTRIK “DI TEMPBRAT PEMROSESAN AKHIR JATIBARANG
KEPADA PT BHUMI PANDANARAN SEJAHTERA (PERSERODA).

Pasal 1

Peraturan Wali“'Kota Semarang Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penugasan
Pengelolaan FasilitaspPengolahan Sampah Menjadi Gas Metana yang Diproses
MenjadiEnergi Listrik di Tempat Pemrosesan Akhir Jatibarang kepada PT Bhumi
Pandanaran Sejahtera (Perseroda) (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor
69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 2
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal .... Februari 2025

WALI KOTA SEMARANG

Ttd
HEVEARITA GUNARYA RAHAYU

Diundangkan di Semarang

pada tanggal Februari 2025

Pj. SEKRETARI A ARANG
Ttd




